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Bapertarum salurkan 
uang muka 986.056 PNS

JAKARTA: Badan Pertimbangan Ta  bung-
an Perumahan Pegawai Negeri Sipil 
(Bapertarum-PNS) telah menyalurkan ban-
tuan uang muka kepada 986.059 PNS di 
seluruh Indonesia sejak 1993 hingga 2011.

Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap 
(Settap) Bapertarum-PNS Mohammad Yasin 
Kara mengatakan Bapertarum-PNS juga 
telah mengembalikan dana tabungan peru-
mahan kepada 1.128.050 PNS.

Menurutnya, Bapertarum-PNS akan terus 
berupaya membuat kebijakan yang diharap-
kan dapat membantu para PNS untuk me -
miliki rumah yang diinginkan.

“Kami setidaknya telah menyalurkan ban-
tuan uang muka untuk pembiayaan peru-
mahan kepada 986.059 PNS selama kurun 
waktu 18 tahun terakhir,” kata Yasin seperti 
dikutip dari siaran pers pekan lalu.

Dia menuturkan selama 2011 telah menya-
lurkan bantuan uang muka pada 977 PNS. 
Adapun besarannya sekitar Rp1,2 juta hing-
ga Rp1,8 juta dengan total dana sekitar 
Rp1,67 miliar.

Adapun, bantuan biaya membangun bagi 
PNS tercatat sekitar Rp60,9 juta dan telah 
dimanfaatkan oleh 35 PNS.

“Pada 2011 kami juga telah melakukan 
pengembalian dana tabungan perumahan 
untuk 64.998 PNS dengan total dana Rp9,3 
miliar,” imbuhnya. (BISNIS/SND)

Padangpanjang renovasi
rumah keluarga miskin

PADANGPANJANG: Pemerintah Kota 
Padangpanjang, Sumatra Barat, mengaloka-
sikan dana Rp1,2 miliar untuk kegiatan 
bedah rumah 60 unit bagi keluarga miskin 
melalui APBD 2012.

Wali Kota Padangpanjang Suir Syam 
mengatakan program tersebut merupakan 
langkah penguatan ekonomi kerakyatan 
dalam mengentaskan kemiskinan di kota 
tersebut.

“Kami menargetkan sampai akhir 2013, 
tidak ada lagi masyarakat miskin di kota ini 
dan semua tunggakan pekerjaan kami tun-
tas,” katanya akhir pekan lalu.

Dari besaran dana yang dialokasikan 
tersebut, Pemkot Padangpanjang sudah 
menentukan kebutuhan pembedahan dari 
setiap satu unit rumah, termasuk bantu-
an modal usaha bagi masyarakat itu sen-
diri.

“Untuk masing-masing rumah yang akan 
dibedah kita menyiapkan anggaran Rp20 
juta, mereka juga akan diberikan bantuan 
usaha melalui program pemberdayaan 
masyarakat di sejumlah satuan kerja 
perangkat daerah,” katanya. (ANTARA)

Penjualan rumah 36 diperpanjang
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JAKARTA: Ke  men  te ri-
an Perumahan Rakyat 
memberikan tenggat 

waktu bagi pengembang 
untuk melakukan penye-
suaian bisnis hingga Ma -
ret 2012 terkait de  ngan 
dimulainya pembangun-

an rumah dengan mi -
nimal luas 36 meter per-
segi berdasarkan keten-

tuan undang undang.

Kepala Biro Perencanaan dan 
Ang  garan Kemenpera Oswar 
Mung  kasa mengatakan pihaknya 
melakukan sejumlah upaya ter-
kait dengan implementasi UU 
No. 1/2011 tentang Perumahan 

dan Kawasan Permukiman 
(PKP). Salah satunya adalah ke -
tentuan luas minimal pemba-
ngunan rumah.

“Pengembang yang penjualan-
nya hingga November 2011 masih 
dengan luas di bawah minimal 
36 meter persegi akan diberikan 
masa transisi realisasi hingga Ma -
ret 2012,” ujar Oswar kemarin.

Pada Pasal 22 Ayat (2) UU PKP 
disebutkan bentuk rumah yang 
dimaksud adalah rumah tunggal, 
deret, dan rumah susun, sedang-
kan Ayat (3) disebutkan luas lan-
 tai rumah tunggal dan rumah 
de ret memiliki ukuran paling se -
dikit 36 meter persegi.

Selain itu, Oswar menuturkan 
diperlukan penyesuaian terhadap 
batasan maksimal harga jual 
rumah yang bebas pajak pertam-
bahan nilai (PPN).

Hal tersebut, sambungnya, di -
se  babkan oleh harga jual untuk 
mencapai luas minimal 36 meter 

persegi akan jauh lebih besar, 
terutama di Pulau Jawa.

Selain itu, terdapat usulan 
bahwa pembebasan semua jenis 
pajak untuk pembangunan ru -
mah sejahtera tapak dapat dila -
ku kan, sehingga bisa menekan 
harga jual.

Walaupun demikian, Asosiasi 
Pengembang Perumahan dan Per-
 mukiman Seluruh Indonesia 
(Aper si) sebelumnya meminta pe -
     merintah untuk menunda pem -
berlakuan peraturan yang meng-
haruskan pengembang memba-
ngun rumah dengan luas minimal 
36 meter persegi.

Ketua Dewan Pembina Asosiasi 
Pengembang Perumahan dan Per   -
mukiman Seluruh Indonesia 
(Aper   si) Fuad Zakaria mengata-
kan pihaknya membutuhkan 
wak        tu sedikitnya 1 tahun untuk 
masa transisi penyesuaian bisnis 
di kalangan pengembang tersebut.

“Kami meminta untuk membe-

rikan waktu 1 tahun lagi sebagai 
masa transisi penyesuaian bisnis. 
Namun kalau tidak bisa, maka 
kemungkinan kami akan menga-
jukan uji materiel ke Mahkamah 
Konstitusi,” ujarnya.

Dia menilai UU PKP justru 
menegaskan bahwa pemerintah 
meninggalkan masyarakat ber-
penghasilan rendah yang memi-
liki kemampuan hanya untuk 
membeli rumah di bawah tipe 
36. Padahal, 80% pembelian ma -
syarakat dari total pasokan 
300.000 unit rumah per tahun 
adalah adalah subsidi pemerin-
tah. Tipe rumah yang dibeli pun 
adalah 22 dan 29.

Kredit murah
Di sisi kredit perbankan, Oswar 

menuturkan perbankan diminta 
meningkatkan ketersediaan 
kredit konstruksi rumah sejahtera 
tapak untuk pengembang yang 
menyediakan perumahan bagi 

masyarakat berpenghasilan ren-
dah (MBR).

Dia mengungkapkan kredit 
konstruksi pembangunan rumah 
harus digolongkan sebagai kredit 
untuk membangun aset, sehing-
ga selayaknya tingkat suku bu -
nga  nya rendah. “Perlu penyeder-
hanaan persyaratan kredit kon-
struksi di perbankan, sehingga 
dapat menekan biaya produksi. 
Pemberian insentif untuk per-
bankan juga dilakukan apabila 
menyalurkan KPR bagi MBR 
yang bekerja di sektor ekonomi 
informal.”

Oswar memaparkan khusus 
untuk kredit konstruksi perumah-
an swadaya perlu ada lembaga 
keuangan nonbank bagi MBR 
yang tidak bisa mengakses per-
bankan. Hal tersebut, berfungsi 
untuk menjamin keamanan dana 
serta skema pinjaman yang sifat-
nya meningkat secara bertahap. 
(anugerah.perkasa@bisnis.co.id)
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JAKARTA: Kementerian Pe  ru -
mahan Rakyat dinilai perlu mem-
buat batasan waktu pembangun-
an rumah sederhana yang dilaku-
kan oleh pengembang hunian 
me  wah yang wajib memenuhi 
aturan lingkungan hunian berim-
bang mulai bulan depan.

Direktur Indonesia Property 
Watch (IPW) Ali Tranghanda 
mengatakan meskipun ada keje-
lasan sanksi yang diberikan dan 
tercantum dalam UU No. 1/2011 
tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, jika tidak ada batas-
an waktu pembangunan rumah 
sederhana, tetap dapat memicu 
celah pengembang hunian mewah 
tidak memenuhi aturan tersebut.

“Batasan waktu pembangunan 
rumah sederhana ini yang menen-
tukan pemerintah daerah, me -
mang otonomi daerah akan se -
dikit menghambat. Namun ya…
su  dah, Kemenpera saja yang 

memberi pedoman batasan waktu 
pem  bangunan rumah sederhana 
tersebut,” kata Ali saat dihubungi 
Bisnis akhir pekan lalu.

Selain itu, Ali menuturkan 
perlu adanya ketegasan dan pak-
saan dari pemerintah dalam men-
jalankan aturan hunian berim-
bang. 

Menurutnya, pembangunan 
rumah sederhana harus dalam 
bentuk pembangunan fisik dan 
tidak bisa dikonversi dengan uang.

“Sebelumnya aturan hunian 
berimbang yang dulu [berdasar-
kan surat keputusan bersama 3 
menteri] bisa dikonversi ke dalam 
uang, dan uang ini akhirnya tidak 
jelas masuk ke mana dan diguna-
kan untuk apa,” imbuhnya.

Ali menuturkan tidak menjadi 
masalah komposisi perbandingan 
hunian berimbang dengan per-
bandingan 1:2:3 antara rumah 
me  wah, menengah, dan rumah 
se  derhana dari sebelumnya de -
ngan komposisi 1:3:6.

Menurutnya, itu merupakan ke -

pedulian sosial pengembang besar 
untuk menyubsidi ke perumahan 
bagi masyarakat menengah ke 
bawah.

Terkait dengan batasan rumah 
sederhana, menengah, dan me -
wah, Ali mengatakan rumah se -
derhana mengikuti harga rumah 
dan men  dapatkan fasilitas likuidi-
tas pembiayaan perumahan 
(FLPP) dan pembebasan pajak 
dari Ke  men  terian Keuangan.

“Batasan rumah sederhana, 
menengah, dan mewah ma  sing-
masing daerah itu berbeda. Untuk 
rumah sederhana mengikuti har -
ga rumah yang mendapatkan 
FLPP dan untuk rumah mene-
ngah dan rumah mewah sebaik-
nya serahkan saja pada me  ka -
nisme pasar,” ujarnya.

Harga tanah
Lebih lanjut, dia menjelaskan 

mengingat mahalnya harga tanah 
di Jakarta, Bogor, Depok, Tange -
rang, dan Bekasi (Jabodetabek) 
pi     haknya menyetujui pembangun-

an rumah sederhana dikonversi-
kan ke bentuk pembangunan ru -
mah susun sederhana milik (ru  -
su nami).

Tetapi, untuk daerah di luar 
Jabodetabek sebaiknya pemba-
ngunan rumah sederhana tetap 
dalam bentuk rumah tapak (land-
ed house).

Kepala Biro Hukum dan Kepe -
ga waian Kemenpera Agus Su  mar -
giarto mengatakan pelaksanaan di 
lapangan aturan hunian berim-
bang memang bergantung kepada 
pemerintah daerah setempat yang 
membuat peraturan daerah (per-
da) tentang hunian berimbang.

“Pelaksanaanya nanti tergan-
tung pemda, kami memberikan 
batasan waktu hingga 2013 pemda 
sudah memiliki perda tentang 
hunian berimbang. Kami me  nya -
dari membuat perda prosesnya 
agak panjang, eksekutif dan legis-
latif di kabupaten/kota. Stra  te  gi-
nya kami akan memberikan pem-
binaan kepada pemda,” kata Agus 
kemarin. 

"Termasuk sertifikat 
tanah program usaha 
kecil dan mikro atau UKM 
dan transmigrasi juga 
diserahkan langsung 
kepada yang berhak 
dalam waktu dekat, tetapi 
secara bertahap," kata 
Kepala BPN Waykanan 
Arif Pasha kemarin.

Kuota sertifikasi tanah 
di Waykanan pada 2011 
meliputi prona sejumlah 
1.500 bidang, program 
transmigrasi sejumlah 
3.970 bidang serta usaha 
kecil dan mikro sebanyak 
150 bidang dan semuanya 
telah tercapai. 

BPN Waykanan 
bagikan sertifikat bertahap

WAYKANAN: Badan Pertanahan 
Nasional Kabupaten Waykanan, 

Provinsi Lampung menyatakan 
pembagian sertifikat program 
nasional (Prona) 2011 segera 
dilakukan secara bertahap, 

dan langsung diberikan kepada 
yang berhak.

Kuota sertifikasi tanah di Waykanan 2011

Sumber: BPN Waykanan
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Persaingan hotel & 
kondotel di Bali ketat

ANUGERAH PERKASA
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JAKARTA: Persaingan sektor perhotelan 
dan kondominium hotel (kondotel) di Pro-
 vinsi Bali diperkirakan semakin me  ning -
kat pada tahun ini terkait dengan marak-
nya pasokan kamar hotel dan kondomi-
nium yang mencapai ribuan unit pada 
periode 2012–2013.

Hasan Pamudji, Senior Research Ma  na -
ger Knight Frank Indonesia, mengatakan 
Bali akan tetap menjadi tujuan wisawatan 
terkait dengan masih stabilnya pertumbuh-
an ekonomi Indonesia.

Dia mengungkapkan hal itu berpenga-
ruh pada kompetisi sektor perhotelan baik 
baru maupun lama, dengan kondotel.

“Total pasokan baru 2011–2013 berjum-
lah 4.362 kamar atau mencapai 24 proyek. 
Hotel berbintang akan mencapai sekitar 
49% dari proyek tersebut,” ujar Hasan da -
lam keterangan pers di Jakarta beberapa 
waktu lalu.

Dia mengungkapkan Kuta diperkirakan 
memiliki jumlah kamar terbanyak yakni 
1.207 unit untuk pasokan hotel baru, di 
mana didominasi oleh hotel bintang tiga.

Sementara di Sanur, papar Hasan, hotel 
bintang empat akan mendominasi pasok-
an baru sebanyak 881 kamar, sedangkan 
di Legian, hotel berbintang lima akan le -
bih dominan dengan 351 unit kamar.

Dia memprediksi dengan banyaknya 
pasokan baru, kompetisi dengan hotel yang 
telah ada sebelumnya akan lebih ketat.

Hal itu, urainya, akan membuat tekanan 

bagi pengelola hotel lama untuk lebih 
kompetitif dengan melakukan renovasi.

“Kompetisi juga akan semakin ketat ka -
rena dengan adanya hunian baru terutama 
dari sektor kondotel,” ujarnya.

Total pasokan
Terkait dengan tumbuhnya sektor kon-

dotel, Fakky Ismail Hidayat, Senior Asso -
ciate Director Knight Frank Indonesia, 
mengatakan total pasokan pada semester 
II/2011 sampai dengan tahun depan men-
capai 1.755 unit dari total 12 proyek pem-
bangunan kondotel.

Dia mengatakan Kuta akan mendomi-
nasi jumlah pasokan baru yakni mencapai 
672 unit dengan penjualan tertinggi yang 
menyentuh tingkat 62%.

Selain itu, paparnya, kegiatan pra-pen-
jualan pada kondotel di Bali akan menca-
pai 36%, sedangkan 82% proses pemba-
ngunan akan selesai pada 2012.

“Pasar kondotel akan kian tumbuh kare-
na Bali adalah lokasi yang unik. Tempat-
tempat lain yang memulai bisnis kondotel 
diperkirakan tidak akan secepat Bali da -
lam pertumbuhannya,” ujar Fakky.

Dia mengungkapkan kondotel dengan 
lokasi dekat pantai, pusat perbelanjaan, 
dan restoran dengan operator ternama ma -
sih akan menunjukkan tingkat penjualan 
yang tinggi.

Menurut Fakky, daerah Kuta akan menja-
di pusat konsentrasi pasokan hunian ter -
sebut. Selain itu, Knight Frank memperki-
rakan antara kondotel sendiri akan menga-
lami persaingan yang ketat pada harga.

Perbankan diminta tambah kredit konstruksi

Batasan waktu hunian berimbang diperlukan

BISNIS/RAHMATULLAH 

Aktivitas pembangunan proyek perumahan di Serpong, Tangerang, Banten, belum 
lama ini. Kemenpera akan memfasilitasi pembangunan 100.000 rumah swadaya pada 2012 
untuk memenuhi jumlah kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.

Proses pembangunan 
proyek gedung perkantoran 
terlihat di salah satu sudut 
Jakarta, kemarin. Harga 
sewa ruang perkantoran 
grade A di central business 
district (CBD) Jakarta pada 
2012 diperkirakan naik 5% 
hingga 10% menyusul be   -
sarnya permintaan tidak 
dibarengi dengan ketersedia-
an ruang kantor yang ada.
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